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TIM PENYIDIK KEJATI JATIM
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
MEMERIKSA 1 ORANG SAKSI“ES”

TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN KREDIT OLEH SKM BNI KEPADA
PT. IKS DENGAN TERSANGHKAATAS NAMA AK, HAS, DAN SI

SELAIN ITU JUGA MELAKUKAN PEMERIKSAAN SAKS| TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA

SURABAYA - Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan
pemeriksaan terhadap 1 orang saksi yang bernisial ES, atas perkara Tindak
Pidana Korupsi pemberian kredit oleh SKM BNI kepada PT. Janur Kuning
dengan tersangka atas nama AK, HAS, dan SlI.

Kajati Jatim Mia Amiati melalui PIt Kasi Penkum, Dr. Ardrianto Budi Santoso
mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa beberapa minggu yang lalu
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka kasus kredit fiktif lebih
dari Rp 50 milliar di sebuah bank BUMN Cabang Gresik, Jawa Timur.

Sebanyak dua dari tiga tersangka ditahan pada hari Selasa (9/5/2023). Ketiga
tersangka yakni HAS selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS), AK
selaku komisaris PT. JKS, dan Sl selaku Relationship Manager sentra kredit



menengah Bank BNI Cabang Gresik.

Selain itu Tim Penyidik Pidana khusus kejaksaan tinggi jawa timur juga
melakukan pemeriksaan saksi terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam
pengadaan barang Consumable pada PT. Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016-
2017, " kata Ardianto, Rabu (7/6/2023) malam.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2016 hingga 2017 PT Inka Multi Solusi
melaksanakan pengadaan barang Consumable yang sebagian dikerjakan oleh
penyedia barang perorangan inisial NC, CV, dan AA dengan total nilai yang
dikerjakan Rp 13.914.608.002,69 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Empat
Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Dua koma Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Dalam kasus ini, kata Ardian, Kemudian ditemukan fakta bahwa NC, CV, AA
tidak melaksanakan keseluruhan pengadaan dan hanya mengerjakan sebagian
kecil pekerjaan namun diminta membuat seluruih pertanggungjawaban oleh
Kepala Departemen Pengadaan atas nama inisial HW.

Selanjutnya ditemukan dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini
keabsahannya senilai + Rp 7.570.025.064,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh
Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah), " sebutnya. (Jon)



